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I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber
penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan
Perikanan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian

Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah ini.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pemakaian listrik yang bersumber dari
daya milik pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:
Tarif = Tarif Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Ayat (3)
Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pemakaian listrik yang bersumber dari
daya milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi
milik pelabuhan adalah sebagai berikut:
Tarif = Tarif PLN + (10% x Tarif PLN).
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5

Yang dimaksud dengan “laut lepas” adalah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan
perikanan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “faktor X” adalah Faktor penyesuaian
harga dengan mempertimbangkan antara lain harga garam,
bahan-bahan kimia, dan operasional mesin.

Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 10
Ayat (1)
Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari izin pelaksanaan reklamasi komersil baru, izin
pelaksanaan reklamasi komersil perpanjangan, izin
pelaksanaan reklamasi non komersil baru, izin pelaksanaan
reklamasi non komersil perpanjangan dan izin pengangkatan
benda muatan kapal tenggelam baru adalah sebagai berikut:
Tarif = Nilai nominal sebagaimana dalam Lampiran + E
Jika diaplikasikan pada masing-masing layanan adalah
sebagai berikut:
1. Izin pelaksanaan reklamasi komersil baru
Tarif = Rp27.550.000,00 + E
2. Izin pelaksanaan reklamasi komersil perpanjangan
Tarif = Rp12.000.000,00 + E
3. Izin pelaksanaan reklamasi non komersil baru
Tarif = Rp15.550.000,00 + E
4. Izin pelaksanaan reklamasi non komersil perpanjangan
Tarif = Rp1.555.000,00 + E
S. Izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam baru
Tarif = Rp111.800.000,00 + E
Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi
ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem dari
ekosistem terganggu akibat kegiatan reklamasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil
Terluar dan izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil
oleh Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:
Tarif = Persentase sebagaimana dalam Lampiran x S
Jika diaplikasikan pada masing-masing layanan adalah
sebagai berikut:

1. Izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Tarif = 1% x S
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2. Izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman

Modal Asing
Tarif = 5% x S

Yang dimaksud dengan “faktor S” adalah nilai valuasi sistem

lingkungan yang dihitung berdasarkan hasil analisis valuasi

dari subsistem lingkungan yang terganggu akibat kegiatan

pengelolaan perairan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
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